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ABSTRAK

Rizki Fauzie (1305170393) Analiss Perhitungan, Pemotongan Dan
Pencatatan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Pertani Medan.

Sesuai ketentuan perpajakan Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan
neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikecualikan dari
kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang
Pribadi.Dalam penelitian ini, tujuan dari penelitian adalah untuk menganalis
penghitungan dan pemotongan PPh pasal 21 di PT. Pertani Medan

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu
dengan cara menganalisis data-data Data yang dikumpulkan dari PT. Pertani
Medan.

Dari hasil analisis pada PT. Pertani terjadi perselisihan data
perhitungan tidak sesuai tarif PTKP pada pajak penghasilan wajib pajak
orang pribadi sementara menurut PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan
pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap.
Pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan
Nomor 36 Tahun 2008. Dalam pelaporan PPh Pasal 21 ke kantor pajak
perusahan selalu terlambat dari tanggal menurut UU No. 36 Tahun 2008
dimana Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 wajib pgjak orang pribadi
dilaksanakan sebelum tanggal 10 masa pajak berikutnya dengan membayar
pajak terutang atas gaji/ penghasilan yang diperoleh dari perusahaan.

KataKunci : Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, PPh 21
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang M asalah

Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pgjak Penghasilan Pasal 21,
dalam hal perhitungan Pagjak Penghasilan Pasal 21 karyawan, biasanya akan
dilakukan oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja. Selain self
assessment, juga dikembangkan withholding tax system yaitu sistem yang
mewajibkan Wajib Pajak untuk melakukan pemungutan dan pemotongan
atas pajaknya pihak lain. Dengan sistem ini, pemerintah akan dengan mudah
untuk mengumpulkan pajak tanpa memerlukan upah dan biaya yang besar.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 menjelaskan Pajak
Penghasilan (PPh) pada sebagai berikut, Undang-Undang ini mengatur
pengenaaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan
penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek
paak tersebut dikenai pagak apabila menerima atau memperoleh
penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pgjak. Wajib Pgjak
dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu
tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak umtuk penghasilan dalam bagian
tahun pagjak apabila kewagjiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir
dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pgjak atas penghasilan
berupagaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama

apa pun yang diterimaatau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri



sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas
penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pgjak untuk membayarnya.
Penghasilan yang dimaksud adalah berupa ggi, upah, honorarium,
tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan
pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang
pribadi dalam negri sebagaimana telah diatur dalam pasa 21
Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 21 ini
terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang
pengahasilan yang bersangkutan.

Sesuai ketentuan perpajakan Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan
neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikecualikan dari
kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pgjak Orang Pribadi.
Jadi meskipun karyawan mempunyai NPWP, tetapi jika penghasilan neto
karaywawan tidak melebihi PTKP maka karyawan tidak wajib menyampaikan
SPT.

Riskko utama tidak memiliki NPWP bagi karyawan swasta, pegawai
pemerintah, pejabat negara, hingga praurit TNI akan diwajibkan membayar
potongan Pajak Penghasilan (PPh) lebih tinggi dari karyawan lainnya yang sudah
mempunyai NPWP, yakni potongan PPh sebesar 20%.llustrasi perhitungannya,
misalkan Anda seorang karyawan swasta, sudah mempunyai NPWP, maka
perusahaan tempat bekerja akan memungut potongan PPh Pasal 21 sesuai aturan
hanya 5% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP). Sebaliknya, jika Anda tidak

mempunyal NPWP, maka akan dikenakan potongan PPh Pasal 21 sebesar 20% dari



PKP. Potongan ini tentunya sangat merugikan Anda, karena penghasilan Anda
akan berkurang dalam jumlah yang besar hanya karena tidak memiliki kartu
NPWP.

PT. Pertani Medan merupakan perusahaan mencangkup produksi dan
distribusi beras. Untuk kegiatan produks beras PT. Pertani (Persero) menghasilkan
beras kualitas dan beras medium untuk menjangkau pasar yang vaiatif. Beras yang

dihasilkan berasal dari gabah hasil kerjasama dengan kelompok tani ataupun gabah
yang dibeli dari pasar

Dalam aktivitas operasional perusahaan PT. Pertani Medan tentunya
membtui hkan sumber daya manusia atau yang disebut dengan sebagai tenaga
kerja sebagal dari akibat itu akhirnya muncul kewajiban perusahjaan yang
harus ditunaikan kepada karyawan dalam bentuk pembayaran gaji berikut

daftar pembayaran gaji di perusahaan :



PENGHITUNGAN PPh 21 KARYAWAN TETAP
TAHUN 2016
(Sesuai Dengan UU No. 36 Tahun 2008 )

NPWP Gaji Tunjangan | Tunjangan| Tunjangan | Tunjangan Bruto Biaya Neto PPh 21
Nama | Status Setahun L embur Hadir Makan | Transport| Jabatan Setahun Jabatan Setahun PTKP PKP Setahun
Pegawai A K/2 |03096xxxxx | 32- 000. 000 | 195.000| 3.200.000 | 3.120.000 | 3.120.000 | 2.400.000 |44.035.000 |2.201. 750 | 41. 833. 250 | 30.375.000 |  11.458.250 572.913
Pegawai B| Tk/0 | 03096xxxxx| 54.000.000| 195 000]| 5.400.000 | 3.120.000 | 3.120.000 | 3.600.000 | 69. 435. 000 | 3. 471. 750 | 65. 963. 250 | 24. 300. 000 |  41.663.250 2. 083. 163
Pegawai C K/o | 03096xxxxx|30.000.000| 182. 000]| 3.000.000 | 3.120.000 | 3.120.000 | 3.000.000 | 42. 422.000 |2.121. 100 | 40. 300. 900 | 26. 325. 000 |  13.975. 900 698. 795
Pegawai O Kk/o | 03096xxxxx|24.000.000| 130.000]| 2.400.000 | 3.120.000 | 3.120.000 | 4.800.000 |37.570.000 |1.878.500 | 35.691. 500 | 26. 325. 000 9.366.500 468. 325
Pegawai E| K/1 | 03096xxxxx| 18.000.000| 123.500/| 1.800.000 | 3.120.000 | 3.120.000 | 1.800.000 |27.963.500 |1.398.175 | 26.565. 325 | 28.350. 000 | - 1.784.675 89. 234
Pegawai F| K3 | 03096xxxxx|48.000.000| 143.000| 4.800.000 | 3.120.000 | 3.120.000 | 6.000.000 |65. 183. 000 |3.259. 150 | 61. 923. 850 | 32. 400. 000 | 29.523.850| 1.476.193
Pegawai G K/2 |03096xxxxx | 50. 000. 000 | 149.500| 6.000.000 | 3.120.000 | 3.120.000 | 4.200.000 | 66.589. 500 | 3.329. 475 | 63. 260. 025 | 30.375.000 |  32.885.025 1.644.251
Pegawai H K/1 |03096xxxxx | 33- 000. 000 97.500 | 3.300.000 | 3.120.000 | 3.120.000 | 2.400.000 |45.037.500 |2.251.875 | 42. 785. 625 | 28. 350. 000 |  14.435. 625 721.781
Pegawai J| Kk/o | 03096xxxxx| 18.000. 000 97.500 | 1.800.000 | 3.120.000 | 3.120.000 | 1.800.000 |27.937.500 |1.396.875 | 26. 540. 625 | 26. 325. 000 215. 625 10.781
Pegawai K K/o | 03096xxxxx| 14.500. 000 97.500 | 1.450.000 | 3.120.000 | 3.120.000 | 1.800.000 |24.087.500 |1.204.375 | 22. 883. 125 | 26. 325. 000 3.441.875 172.094
Pegawai L| K/1 |03096xxxxx | 25. 890. 000 97.500 | 2.589.000 | 3.120.000 | 3.120.000 | 2.400.000 |37.216.500 |1.860. 825 | 35. 355. 675 | 28. 350. 000 7.005. 675 350. 284
Pegawai M K/o | 03096xxxxx|21.000.000| 110.500]| 2.100.000 | 3.120.000 | 3.120.000 | 2.400.000 |31.850. 500 |1.592.525 | 30. 257. 975 | 26. 325. 000 3.932.975 196. 649
Pegawai N K/2 | 03096xxxxx| 30.000.000| 130.000]| 3.000.000 | 3.120.000 | 3.120.000 | 4.800.000 | 44.170.000 |2.208.500 | 41.961. 500 | 30.375.000 | 11.586.500 579. 325
Pegawai Q K/2 |03096xxxxx | 15- 000. 000 | 156, 000 1.500.000 | 3.120.000 | 3.120.000 | 1.800.000 |24.696.000 | 1.234.800 | 23. 461. 200 | 30. 375. 000 6.913. 800 345,690
Pegawai P| K/2 |03096xxxxx | 15- 000.000| 143.000]| 1.500.000 | 3.120.000 | 3.120.000 | 2.400.000 | 25.283. 000 | 1. 264. 150 | 24. 018. 850 | 30. 375. 000 6. 356. 150 317.808
Pegawai Q K/2 |03096xxxxx | 18- 000. 000 | 136.500| 1.800.000 | 3.120.000 | 3.120.000 | 2.400.000 |28.576.500 | 1. 428. 825 | 27. 147. 675 | 30. 375. 000 3.227.325 161. 366
Pegawai R K/2 |03096xxxxx | 30- 000. 000 | 123.500| 3.000.000 | 3.120.000 | 3.120.000 | 3.000.000 |42.363.500 |2.118.175 | 40. 245. 325 | 30. 375. 000 9.870. 325 493.516
Pegawai S k/0 22.000.000| 123.500| 2.200.000 | 3.120.000 | 3.120.000 | 3.600.000 | 34.163.500 |1.708.175 | 32. 455. 325 | 26. 325. 000 6.130. 325 306.516
Pegawai T| K/Q 36. 000. 000 97.500 | 3.600.000 | 3.120.000 | 3.120.000 | 3.600.000 |49.537.500 |2.476.875 | 47. 060. 625 | 26. 325. 000 |  20.735.625 1.036.781
Pegawai U K/1 |03096xxxxx | 14.000.000| 117.000| 1.400.000 | 3.120.000 | 3.120.000 | 3.000.000 | 24. 757. 000 | 1. 237. 850 | 23. 519. 150 | 28. 350. 000 4.830. 850 241.543




Dari tabel diatas terlihat bahwa dalam perhitungan dan pemotongan
ggi perusahaan belum menerapkan peraturan mentri keuangan No :
PER/16/PJ2016 mengenai penghasilan tidak kena pagak terlihat disitu
bahwa jumlah PTKP yang menjadi pengurang penghasilan tidak sesual
dengan keputusan mentri keuangan yang berlaku. Selain itu terlihat dalam
daftar pembayaran ggji karyawan tidak memiliki NPWP disamakan jumlah
pajak penghasilannya dengan karyawan yang memiliki NPWP sementara
menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Sanksi bagi setiap orang yang
dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga
dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara akan dikenakan denda 20%
dari total pajak teruhutangnya.

Dari fenomena yang terlihat diatas tentunya menunjukkan kurang
telitinya perusahaan dalam perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 yang
dipotong dari karyawan.

Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan
penelitian yang berjudul “Analisis Perhitungan, Pemotongan Dan
Pencatatan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Pertani Medan.

B. Identifikasi M asalah
Adapun identifikasi masalah adalah sebagal berikut :
1. Adanyawajib pajak yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP
2. Perusahaan  belum  menerapkan  peraturan menteri  keuangan

PER-16/PJ/2016 mengenai tarif penghasilan tidak kena pajak



3. Perusahaan tidak membedakan jumlah pemotongan PPh 21 atas penghasilan

orang pribadi yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP.

C. Rumusan Masalah
Beberapa pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

1. Apakah penghitungan, pemotongan dan pencatatan PPh pasal 21 di PT.

Pertani Medan sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan tahun 20167

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
1. untuk menganalis penghitungan, pemotongan dan pencatatan PPh pasal 21
di PT. Pertani Medan sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan
tahun 2016

Manfaat Penelitian
Manfaat penulisan ini adalah:

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan memperdalam
pengetahuan penulis dalam perpgjakan khususnya penghitungan,
pemotongan dan pencatata PPh pasal 21.

2. Bagi pihak yang terkait, dalam hal ini adalah karyawan yang bekerja
di PT. Pertani Medan, membantu WP untuk lebih memahami PPh
pasal 21 yang dikenakan atas gaji yang diperoleh.

3. Bagi pembaca, untuk memberikan pengetahuan masyarakat dibidang
perpagjakan, khususnya mengenai pemotongan PPh pasal 21 atas

penghasilan yang diterima.



BAB I

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis
1. Pengertian PPh 21

Menurut Gunadi (2009:291), “PPh akan berhubungan langsung
dengan penghasilan dan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara
penghasilan (kena pgjak) dan pengurang penghasilan lainnya.”

Resmi (2009:167), Pgjak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas
penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain
dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau
jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wagjib Pgjak orang pribadi
dalam negeri.

Menurut Kesit (2008: 5) PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan
berupa ggji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang
diterima atau diperoleh Wajib Pgjak orang pribadi dalam negeri sehubungan
dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 menjelaskan Pajak
Penghasilan (PPh) pada sebagai berikut, Undang-Undang ini mengatur
pengenaan Pagjak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan
penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek

pajak tersebut dikenai paak apabila menerima atau memperoleh



penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pgjak
dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu
tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak umtuk penghasilan dalam bagian
tahun pagjak apabila kewagjiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir
dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pgjak atas penghasilan
berupagaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama
apa pun yang diterimaatau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pajak penghasilan pasa 21 merupakan pajak yang terutang atas
penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pgjak untuk membayarnya.
Penghasilan yang dimaksud adalah berupa ggi, upah, honorarium,
tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan
pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pgak orang
pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasa 21
Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 21 ini
terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang
penghasilan yang bersangkutan.

1.1. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21
Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan UU
nomor 36 tahun 2008 adalah

a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji,



upah, honorarium, pensiun bulanan, premi bulanan, uang lembur, dan
segalajenistunjangan yang diterimadalam bentuk uang, premi asuransi
yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan lainnya dalam bentuk
apapun.

b) Penghasilan yang sifatnya tidak tetap dan diberikan sekali setahun
misalnya jasa produksi, tantiem, tunjangan cuti, tunjangan tahunan,
bonus, premi tahunan dan sebagainya.

¢) Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.

1.2. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21
Y ang dimaksud sebagai subyek pajak adalah Wgjib Pgjak yang telah
memenuhi kewajiban pajak subyektifnya dan objektifnya sekaligus dengan

demikian iadisebut sebagai Wajib Pgjak (Mardiasmo, 2009).

Yang tidak temasuk subjek pajak penghasilan pasal 21 antara lain

(Mardiasmo, 2009) :

1. Pejabat perwakilan diplomatik, konsuler, dan pejabat lain dari Negara
asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka. Sebagai
subjek pagjak yang dikecualikan ini harus mempunyai syarat:

- Bukan WNI.
- Tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan lain.
- Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

2. Pegabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud

dalam KMK nomor 611/ KMK. 2004/ 1994 sebagai mana telah diubah



terakhir dengan KMK nomor 314/ KMK. 2004/ 1998, sepanjang:
- Bukan WNI
- Tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan di
Indonesia.
1.3. Objek Pajak Penghasilan yang Dikecualikan
Y ang tidak termasuk objek pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan UU
nomor 36 tahun 2008 adalah

a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan,
kecel akaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa.

b. luran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang
pendirinya telah disahkan oleh Mentri Keuangan dan iuran jaminan
hari tuakepada penyelenggarajamsostek yang dibayar oleh pemberi
kerja.

c. Kenikmatan berupa pgjak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

d. Penerimaan dealam bentuk natura dan kenikmatan lainya dengan
nama apapun yang diberi kan oleh pemerintah.

1.4. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21
Hak dan kewagjiban pemotong pajak penghasilan pasa 21
berdasarkan PMK nomor 199/PMK. 03/ 2007, antaralain:
a. Pemotong berhak mengajukan permohonan menunda waktu
penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21.

b. Pemotong berhak untuk memperhitungkan kel ebihan setoran pada SPT



f.

10

tahunan paak penghasilan pasal 21 yang terhutang pada waktu
dilakukan perhitungan kembali.

Pemotong berhak membetulkan sendiri SPT dengan menyampaikan
pernyataan tertulis kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Pemotong pajak wajib mendaftar ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.
Pemotong pajak mengambil sendiri formulir yang diperlukan dalam
rangka pemenuhan kewagjiban perpaakanya pada Kantor Pelayanan
Pajak setempat.

Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan pajak

penghasilan pasal 21 pada saat dilakukannya pemotongan pajak.

1.5. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Hak dan kewajiban Wajib Pgak penghasilan pasa 21 (Gustian,

2008) adalah :

a. Wagib pajak berhak mendapatkan pengurangan PTKP dan harus
menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak.

b. Kewgjiban dalam nomor 1 juga harus dilaksanakan dalam hal ada
perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada
permulaan tahun takwim.

c. Jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi
Wagjib Pgjak yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang

bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final.
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d. Wqgjib pagjak berkewgiban untuk menyerahkan bukti pemotongan
PPh pasal 21
1.6. Tarif Pajak Penghasilan
Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang paak
penghasilan nomor 36 tahun 2008,besarnya tarif Pgjak Penghasilan yang

diterapkan atas PTKP bagi Wajib Pgjak dalam negeri,sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pgjak Tarif
0-50.000.000 5%
>50.000.000-250.000.000 15%
>250.000.000-500.000.000 25%
> 500.000.000 30%

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena paak Peraturan
Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.010/2015 mengena tarif Paak

(PTKP) adalah sebagai berikut :

* TK/O = Rp. 36.000.000,-
* K/0 = Rp. 39.000.000,-
* K/l = Rp. 42.000.000,-
* K/2 = Rp. 45.000.000,-
* K/3 = Rp. 48.000.000,-

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena paak Peraturan
Menteri Keuangan Nomor: PER-16/PJ2016 mengenai tarif Pajak (PTKP)
adalah sebagai berikut :

* TK/O = Rp. 54.000.000,-
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* K/1 = Rp. 58.500.000;-
* K/[2 = Rp. 63.000.000-
* K/3 = Rp. 67.500.000-

Tarif pajak penghasilan untuk Peabat Negara, PNS dan anggota
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pensiunan janda atau duda
dan/atau anak-anaknya diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun
1994 yang isinya sebagal berikut:

a. Pgjabat Negara atas ggji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang
sifatnya tetap dan terkait dengan gaji kehormatan atau imbalan tetap
sgjenisnya;

b. Pegawai Negeri Sipil dan anggota Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia atas ggji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan
terkait dengan gqji;

c. Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya atas uang
pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait
dengan uang pensiun baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata
uang asing yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan
atau jabatan atau pensiunan yang dananya dibebankan kepada K euangan
Negara atau Keuangan Daerah. Jumlah Pgjak Penghasilan Pasal 21 yang
ditanggung pemerintah selaku pemberi kerja adalah sebesar Pagjak
Penghasilan yang terutang atas penghasilan berupa ggji, uang pensiun,

dan tunjangan-tunjangan yang terkait dengan gaji dan uang pensiun
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tersebut yang dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17.

Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil atau anggota Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia atau Pensiunan, disamping menerima
penghasilan yang bersifat tetap seperti gaji kehormatan, gaji dan tunjangan
lainnya dan uang pensiun sebagaimana diuraikan di atas,menerima pula
penghasilan yang sifatnya tidak tetap antara lain berupa honorarium, dan
imbalan lain dengan nama apapun dari dana yang dibebankan Kepada
Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Oleh karena penghasilan-
-penghasilan yang sifatnya tidak tetap seperti honorarium dan imbalan lain
tersebut hanya diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pensiunan tertentu saja, maka
atas penghasilan dimaksud dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Namun
demikian penghasilan serupa yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil
golongan IlI/d ke bawah dan anggota Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah, Pgjak Penghasilan
Pasal 21 yang terutang tidak dipotong pajaknya oleh karena penghasilan
berupa gaji ditambah dengan honorarium dan sebagainya yang diterimanya
dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah pada umumnya masih
dibawah Penghasilan Tidak Kena Pgjak (PTKP). Penghasilan tersebut yang
diterima oleh Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia, dan Pensiunan dipotong Pajak Penghasilan

Pasal 21 sebesar 15% (lima belas persen) dari penerimaan bruto, dan
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bersifat final.
2. Pemotong PPh Pasal 21
2.1 Pengertian Pemotong PPh Pasal 21
Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pada pasa 21 ayat (1)
sebagai mana telah disesuaikan dengan PER 31/ PJ 2009, bahwa pemotong
pajak penghasilan pasal 21 terdiri dari :

a. Pemberi kerjayang terdiri dari orang pribadi dan badan.

b. Bendaharawan pemerintah baik Pusat maupun Daerah

c. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(Jamsostek), PT Taspen, PT ASABRI.

d. Perusahaan dan bentuk usaha tetap (BUT)

e. Yayasan, lembaga, kepanitia-an, asosiasi, perkumpulan, organisasi
massa, organisasi sosial politik dan organisas lainnya serta
organisasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan.

f. Penyelenggara kegiatan

2.2. Objek yang menjadi pemotong PPh Pasal 21
1. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk
usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau
unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan

pembayaran lain dengan nama apa pun, sebagai imbalan sehubungan
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dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan
pegawal;

. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, instans atau lembaga pemerintah,
lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik
Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan
dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan;

. Dana pensiun, PT Taspen, PT Astek, badan penyelenggara Jaminan
Sosia TenagaKerja (Jamsostek) lainnya, serta badan-badan lain yang
membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari
Tua (THT);

. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayar
honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan
dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status
Wajib Pgjak dalam negeri yang mel akukan pekerjaan bebas;

. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesegjahteraan, rumah sakit,
pendidikan , kesenian, olah raga, kebudayaan), |lembaga, kepanitiaan,
asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apa pun dalam
segala bidang kegiatan sebagal pembayar gaji, upah, honorarium, atau
imbalan dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan,

jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi;
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6. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayarkan
honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan,
dan pemagangan.

2.3. Objek yang dipotong PPh Pasal 21

a. Pegawai tetap, yaitu :

Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau
memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk
anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara
teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara
langsung.

b. Pegawai lepas, yaitu :

Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima
imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

c. Penerimapensiun, yaitu :

Orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh
imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk yang
menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.

d. Penerimahonorariun, yaitu :

Orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan

dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
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e. Penerimaupah, yaitu :
Orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah

borongan, atau upah satuan.

2.4 Kewajiban Pemotong Pajak
Menurut Waluyo (2015) Pemotong Pajak juga mempunyai kewajiban

yang harus dilaksanakan yaitu:

a. Setiap Pemotong Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan
Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.

b. Pemotong Pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang
diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada
Kantor Pelayanan Pgjak atau Kantor Penyuluhan Pgjak setempat

c. Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh
Pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim. Penyetoran
pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pgjak (SSP) ke
Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan
UsahaMilik Daerah (BUMD), atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10
(sepuluh) bulan takwim berikutnya.

d. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 tersebut
sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT)

Masa ke Kantor Pelayanan Pagjak atau Kantor Penyuluhan Pgjak
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setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan
takwim berikutnya.

. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak
kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang
tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang
pesangon dan penerima dana pensiun.

. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan,
dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur
Jenderal Pgjak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun pajak
berakhir. Apabila pegawal tetap berhenti bekerja atu pensiun pada
bagian tahun takwim, makaBukti Pemotongan tersebut diberikan oleh
pemberi kerja yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan
setelah pegawal yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan
setelah pegawal yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.

. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir, Pemotong
Pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh

. Pasal 21 yang terutang oleh pegawal tetap dan penerima pensiun

bulanan menurut tarif Pasal 17 UU No.36 Tahun 2008.

i. Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan

SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pgjak tempat
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Pemotong Pagjak terdaftar atau Kantor Tempat Penyuluhan Pajak
setempat Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus
disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim
berikutnya. Dalam hal Pemotong Pajak adalah badan, SPT Tahunan
PPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang lain maka harus

dilampiri Surat Kuasa Khusus.

j. Pemotong Pagjak wajib melampiri SPT Tahunan PPh dengan

lampiran-lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT
Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Berikut adalah contoh perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 :

Gaji Pokok 6.000.000,00
(i) Tunjangan Lainnya (jika ada) 2.000.000,00
(ii) KK 0.24% 14.400,00
JK 0.3% 18.000,00
Penghasilan bruto (kotor) 8.032.400,00
Pengurangan
1.(iii) Biaya Jabatan: 5% x 8.032.400,00
= 401.620,00 401.620,00
2. .I.uran JHT (Jaminan Hari Tua), 2% dari 120.000,00
04ji pokok
3. (iv) JP (Jaminan Pensiun), 1% dari ggji 60.000.00
pokok, jika ada I

(581.620,00)
Penghasilan neto (bersih) sebulan 7.450.780,00
(v) Penghasilan neto setahun 12 x 89.409.360,00

7.450.780,00
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(vi) Penghasilan Tidak Kena Pajak

(PTKP) 54.000.000,00

(54.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak Setahun 35.409.360,00
(vii) Pembulatan ke bawah 35.409.000,00
PPh Terutang (lihat Tarif PPh Pasal 21)
5% x 50.000.000,00 1.770.450,00
PPh Pasal 21 Bulan Juli = 1.770.450,00 147.53800

112

3. Akuntansi Paj ak
3.1. Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi Perpgjakan ialah akuntansi yang diterapkan dengan
memakal tujuan untuk dapat menetapkan besarnya jumlah pagak yang
terutang. Maka fungsi Akuntansi Perpajakan merupakan sebagal pengolah
data secara kuantitatif yang dipergunakan untuk menyajikan sebuah laporan
keuangan dengan memuat jumlah perhitungan perpgjakan (Waluyo, 2015)

Pembukuan perpgjakan tetap menggunakan akuntans yang
dirumuskan oleh [AIl, hanya dengan menghilangkan prinsip-prinsip
akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan menggantinya
dengan metode vyang sesuai dengan  peraturan  perpajakan.
Perbedaan-perbedaan tersebut dihilangkan dalam sebuah proses rekonsiliasi
antara laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan (1A1,2012).

Berdasarkan ketentuan pasal 28 UU KUP beserta penjelasannya,

pembukuan dalam perpajakan harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai
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berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas dan Wgjib pajak badan wajib menyelenggarakan
pembukuan.

Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi
wajib melakukan pencatatan adal ah:

1) Wajib pagak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan
menggunakan norma penghasilan neto. Pencatatan meliputi peredaran
bruto dan penerimaan penghasilan lainnya.

2) Waqjib pgjak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas. Pencatatanya hanya mengenai penghasilan bruto,
pengurangan, dan penghasilan neto, yang merupakan objek pajak.

3.2. Prinsip Akuntas Pajak
Nicho (2015: 49) adapun prinsip akuntansi pajak adalah sebagai
berikut :

a. Kesatuan Entitas Akuntansi
Suatu Entitas ekonomi/perusahaan adalah satu kesatuan ekonomi dan
terpisah dengan pihak yang berkepentingan dengan sumber daya

entitas/perusahaan.
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b. Prinsip Kesinambungan

Prinsip ini berasumsi suatu perusahaan tidak akan dibubarkan, akan
melanjutkan/meneruskan kegiatan ekonominya secara terus menerus

tidak berhenti.

. Konsisten

Daam prinsip ini, metode pembukuan akuntansi yang digunakan oleh
entitas tidak boleh diubah ubah dalam rentang waktu yang singkat,
jikapun terjadi perubahan metode, harus diserta juga alasan
alasannya, misalnya dalam penentuan metode penyusutan, penentuan

tahun buku, dalam mengakui nilai valuta, metode perhitungan

persediaan barang dan lain lain.

4. Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah dari beberapa

penelitian terdahulu seperti tabel dibawahini :

Tabel 11.1
Penelitian Terdahulu
No | Nama Judul Hasl|
1 | ArjaSadjiarto ( 2006 ) Varias Penghitungan dan | Dalam melakukan

Penyetoran
penghasilan Pasal 21

Pajak

penghitungan dan penyetoran
PPh Pasal 21 bagi pegawa
tetap untuk menghindari lebih
bayar pada SPT Tahunan
dengan cara  menerapkan
system kumulatif.

Amber Lumbantoruan
(2002)

Pengaruh Kebijakan Pajak

Penghasilan Pasal 21
Terhadap Penghasilan
Badan pada PDAM

Bayumas

Menyatakan kebijakan pajak
penghasilan pasal 21 daam
bentuk tunjangan pajak lebih
menguntungkan bagi
perusahaan dari pada subsidi
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paj ak.

Y unita Christy ( 2003) Hubungan Keakuratan
Penghitungan Pajak
Penghasilan Pasal 21
Antara fiskus dan Wajib
Pgjak pada RS Immanuel

Jumlah pajak penghasilan
Pasal 21 yang dihitung Rumah
Sakit Imanuel perbulan sama
dengan jumlah paj ak
penghasilan pasal 21 yang
dihitung oleh fiskus
berdasarkan undang- undang
perpajakan No.17 Tahun 2009

B. Kerangka Berfikir

Gaji merupakan salah satu objek pgjak yang mesti di potong dari
penghasilannya. Karena pajak merupakan iuran wajib, maka wajib pajak
tersebut harus membayar pgjak dari penghasilan yang diterimanya, karena
pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di Indonesia yang
berpengaruh kepada pembangunan Nasional.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pgjak atas penghasilan
berupagaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama
apa pun yang diterimaatau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.

Perhitungan PPh 21 terbaru disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan
Tidak Kena Pajak) yang ditetapkan DJP. Saat ini, meskipun Kementerian
Keuangan telah menerbitkan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
PER-16/PJ2016 mengenai kenaikan PTKP.

Dalam pasa 14 ayat 2 dan 3 UU PPh WP Orang Pribadi wagjib

menyelenggarakan pencatatan sepanjang peredaran atau penerimaan brutonya

dalam satu tahun.
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Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha
tetap, yang mempunyai kewagjiban untuk melakukan pemotongan pajak atas
Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Demikian juga dengan PT. Pertani Medan, banyaknya karyawan yang
berpenghasilan dari gaji yang merupakan objek pajak. Objek pajak tersebut
merupakan ketentuan Pasal 21 Undang-undang pajak penghasilan mengatur
tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak
atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi
dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan, maka
penghasilan tersebut merupakan Pajak Penghasilan Pasal 21 ( PPh Pasal 21).

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka berfikir dapat digambarkan

sebagai berikut :
Gaji Karyawan
PPh 21
Perhitungan Pemotongan Pencatatan’

PPh 21 Menurut UU
Perpajakan Tahun 2016

Gambar 1.1
Kerangka Ber pikir
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METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian
deskriptif, penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan,
menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan
masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data
primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian

mengambil kesimpulan.

B. Definisi Operasional

Defenisi operasional adalah defenisi yang di berikan bagi variabel
dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran
tentang bagaimana variabel tersebut dapat di ukur.

Adapun defenisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini
sebagai berikut :

1. Perhitungan PPh 21
Perhitungan PPh 21 terbaru disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan
Tidak Kena Pajak) yang ditetapkan DJP. Saat ini, meskipun Kementerian

Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

PER-16/PJ2016 mengenai kenaikan PTKP.
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2. Pemotongan PPh 21
Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha
tetap, yang mempunyal kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak
atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan
Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang
Pajak Penghasilan. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti
Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk
penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir

3. Pencatatan PPh 21
Pembukuan perpajakan tetap menggunakan akuntansi yang dirumuskan
oleh 1Al, hanya dengan menghilangkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak
sesuai dengan peraturan perpajakan dan menggantinya dengan metode yang
sesual dengan peraturan perpajakan

4. Pajak Penghasilan 21
Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan
dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang
pribadi.

C. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada PT. Pertani Medan yang beralamat di
J.. Letjend. S. Parman No 75 Medan
Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Januari sampai

dengan April 2018 dengan tabel waktu penelitian sebagai berikut :
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Tabed 111.1
Waktu Pendlitian
Bulan Pelaksanaan 2018

Jadwal kegiatan Jan Feb Mar Apr

213|412 |3(4]1|2/3]4|1|12|3]4

1.Pengajuan judul
2.Pembuatan Proposal

3. Bimbingan Proposal

4. Seminar Proposal
5. Pengumpulan Data

6. Bimbingan Skripsi
7. Sidang Meja Hijau

D. Jenisdan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data yang
telah diolah Iebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer
atau oleh pihak lain. Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi,
yakni peneliti melakukan pengumpulan data yang diperolen melalui PT.
Pertani Medan.

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yang merupakan
data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, adapun data primer pada
penelitian ini adalah data perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal
21
E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi
yaitu dengan mempelgjari, mengklasifikasikan, dan mengalisis data sekunder

berupa catatan—catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait
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dengan lingkup penelitian ini. Data penelitian mengennai data gaji karyawan.

F. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data
yang dikumpulkan dari PT. Pertani Medan. Data penelitian dianalisis
dengan pendekatan deskriptif. Berikut tahapan analisis data penelitian ini :

1. Mengumpulkan data gaji karyawan tahun 2015 dan 2016 terutama
atas gaji karyawan dan menghitung jumlah gaji karyawan dari upah
lembur, tunjangan hadir, tunjangan makan, tunjangan transport,
tunjangan jabatan.

2. Melakukan data perhitungan, pemotongan, pencatatan PPh Pasal 21
atas ggji karyawan dengan cara membandingkan hasil penghitungan
yang dilakukan perusahaan dengan undang-undang nomor 28 tahun
2007

3. Menganalisis permasalahan yang terjadi pada perhitungan,
pemotongan, pelaporan PPh Pasal 21 atas ggji karyawan yang
dilakukan dengan perusahaan dengan undang-undang nomor 28
tahun 2007.

4. Menyimpulkan hasil penelitian



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data
1. Deskripsi Objek

PT. Pertani merupakan perusahaan induk dari kelompok usaha mesin jahit
singer yang telah berkiprah lebih dari setengah abad di industri mesin jahit
dan internasional. Sebagai salah satu pelopor mesin jahit nasional, pengalaman
yang matang telah membawa Perseroan menjadi pemain utama di pasar domestik.
Berbekal pengalaman tersebut Perseroan mengembangkan kegiatan usahanya ke
berbagai industri terkait.

Pada PT. Pertani memiliki jumlah karyawan sebanyak 23 karyawan tetap
dimana setiap tahunnya perusahaan melakukan perhitungan. Pemotongan dan

pelaporan PPh pasal 21 atas gaji karyawan tetap.

2. Deskripsi Data
Data penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data penghitungan
gqji karyawan tetap tahun 2016 di PT. Pertani Medan, berikut data terlampir.
Perusahaan tel ah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan
karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada
karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak
kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh
karyawan tigp bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak

penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan yang masih lebih bayar akibat
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penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pagak

berlaku.

Sehingga pada akhir tahun,

perusahaan harus melakukan

pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun

berikutnya.

1. Perhitungan PPh Pasal 21 Oleh PT. Pertani

Di bawah ini contoh perhitungan yang diterapkan PT. Pertani.

Perhitungan Pegawai tetap yang penghasilan Netto-nya melebihi PTKP,

Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun adalah : (Perhitungan

terlampir)
Tabel 1V.1
Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Tahun 2015 Pada

PT. Pertani

No | Keterangan | PP 21 Di Setor Kantor PPH gir:\)"af;gﬁt uu Sdlisih
Gaji Bruto PPh Gaji Bruto PPh Gaji Bruto PPh

1 |P1 43.840.000 | 1,092,400 | 44.035.000| 1.101.663 195.000 9.263
2 | P2 69.240.000 | 2,496,900 | 69.435.000 | 2.506.163 195.000 9.263
3 |P3 42.240.000 | 1,148,400 | 42.422.000 | 1.157.045 182.000 8.645
4 | P4 37.440.000 920,400 | 37.570.000| 926.575 130.000 6.175
5 |P5 27.840.000 398,400 | 27.963.500 | 404.266 123.500 5.866
6 | P6 65.040.000 | 2,033,400 | 65.183.000 | 2.040.192 143.000 6.792
7 | P7 66.440.000 | 2,165,900 | 66.589.500 | 2.173.001 149.500 7.101
8 |P8 44.940.000 | 1,210,650 | 45.037.500 | 1.215.281 97.500 4.631
9 | P9 27.840.000 464,400 | 27.937.500 | 469.031 97.500 4.631
10 | P10 23.990.000 281,525 | 24.087.500| 286.156 97.504 | 285.874
Jumlah 458.849.988 | 11.931.132 | 460.260.500 | 12.279.373 | 1.410.504 | 348.241
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Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan 2016 Pada

PT. Pertani

PPh 21 Di Setor Kantor | 1 2L Menurut UU Selisih
No | Keterangan Perpajakan

Gaji Bruto PPh Gaji Bruto PPh Gaji PPh

Bruto

1 |P1 43.840.000 563.650 | 44.035.000 572.913| 195.000 9.263
2 | P2 69.240.000 | 2.073.900 | 69.435.000 | 2.083.163| 195.000 9.263
3 |P3 42.240.000 690.150 | 42.422.000 698.795| 182.000 8.645
4 | P4 37.440.000 462.150 | 37.570.000| 468.325| 130.000 6.175
5 | P5 27.840.000 95.100 | 27.963.500 89.234 | 123.500 -5.866
6 |P6 65.040.000 | 1.469.400 | 65.183.000| 1.476.193| 143.000 6.793
7 P7 66.440.000 | 1.637.150 | 66.589.500 | 1.644.251 149.500 7.101
8 | P8 44,940.000 717.150 | 45.037.500 721.781 97.500 4.631
9 | P9 27.840.000 6.150 | 27.937.500 10.781 97.500 4.631
10 | P10 23.990.000 176.725 | 24.087.500 172.094 97.504 -4.631
Jumlah 458.849.988 | 7.891.525 | 460.260.500 | 7.937.530 | 1.410.504 | 46.005

Dari data mengenai potongan PPh 21 yang dilakukan perusahaan
terlihat bahwa perusahaan masih menggunakan tarif PTKP yang lama dalam
menghitung penghasilan kena pajak karyawan hal ini sangat bertentangan
dengan peraturan Menteri Keuangan yang baru tahun 2016.

Selain itu perusahaan juga ternyata tidak mengenakan denda kepada
karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP hal ini dapat dilihat dari data
tersebut diatas dengan begitu jumlah PPh 21 yang disetorkan masih
emngalami kurang bayar jika menggunakan PTPKP terbaru. Berikut data

perhitungan gaji karyawan tetap dengan menggunakan PTPK terbaru.
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Sdlisih
Keterangan | Gaji PPh
Bruto
195.000 9.263
195.000 9.263
182.000 8.645
130.000 6.175
123.500 -5.866
143.000 6.793
149.500 7.101
97.500 4.631
97.500 4.631
0 | P10 97.504 -4.631
Jumlah 1.410.504 | 46.005

Z
o

PO NOOOHA~WINEF
8|B| 3 F| R R| B8R

B. Pembahasan

1. Penghitungan, Pemotongan, Pelaporan PPh pasal 21 di PT.
Pertani

Dari hasil analiss data diatas maka dapat dilihat bahwa
penghitungan PPh pasal 21 di PT. Pertani tidak memasukkan upah lembur
dalam perhitungan penghasilan netto setahun karyawan tetap dan pada tarif
PTKP yang digunakan oleh perusahaan pada tahun 2014 tarif PTKP yang
dipakai perusahan adalah tarif PTKP tahun 2013 dan begitu juga di tahun
2015 perusahaan menggunakan tarif PTKP tahun 2014. Pada PT. Pertani
sarana dan prasarana yang diberikan kepada karyawan adal ah tunjagan hadir,
tunjangan makan, tunjangan transport dan tunjangan jabatan. hal ini
disebabkan karena pemotongan PTKP PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan
undang-undang perpajakan, apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan

status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan
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pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pgjak itu sendiri maupun
instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pagjaknya

Sementara menurut penghitungan penulis yang mengacu pada
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa dalam perhitungan
penghasilan netto setahun upah lembur termasuk kedalam objek perhitungan
penghasilan netto setahun. Untuk tarif PTKP yang penulis gunakan sesual
dengan tarif menurut Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor:
242/PMK.03/2014 mengenai tarif Pajak (PTKP) dan pada tahun 2015
penulis menghitung PTKP Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena
pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.010/2015 mengenal
tarif Pajak (PTKP).

Menurut Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015 pesertawajib pajak
adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat,
tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya. Wajib pajak PPh 21 kategori
bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan
dengan pemberian jasa.

Daam perhitungan PPh pasal 21 yang terutang perusahaan tidak
memasukkan tunjangan pajak yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan
pajak penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan tidak dapat menghemat
pembayaran pajak penghasilan badan yang terutang. Tidak diberinya
tunjangan pgak oleh perusahaan, dari pihak karyawan maka tidak

menguntungkan dalam membayar pajak penghasilan.



2. Pemotongan PPh pasal 21 di PT. Pertani

Pemotong pajak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban
untuk melakukan pemotongan, penghitungan, pembayaran dan pelaporan
PPh21 harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan
perundang-undangan PPh 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman
pemotong pajak terhadap system peraturan yang berlaku, dapat
meni mbul kan kesalahan dalam penghitungan, pel aporan dan penyetoran PPh
21. dan hal ini tentu sgja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan,
karyawan dan terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan
hilangnya potensi pajak pemerintah.

Sangatlah penting untuk meninjau sampai sejauh mana pel akasanaan
kewgjiban serta hak pemotong pajak yang berupa menghitung pajak,
memotong pajak, memungut pajak atau membayar pgak, lalu menyetor
paak dan melaporkan pajak serta mempertanggungjawabkannya telah
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku.

Masalah-masalah dan kesalahan yang terjadi pada saat perhitungan
PPh Pasal 21 pegawal pada dasarnya disebabkan karena ketidaktelitian dan
kurangnya pengetahuan bagian perpajakan dalam melakukan perhitungan
PPh Pasal 21 pegawai. Hendaknya kekurangan tersebut dijadikan bahan

introspeksi bagi perusahaan agar senantiasa mengikuti perkembangan
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peraturan-peraturan terbaru perpajakan, meningkatkan ketelitian dan
kecermatan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dan menambah
pengetahuan perpajakannya. Dengan begitu, sistem perpajakan perusahaan
akan semakin membaik dan kesalahan dalam perhitungan, pemotongan,
penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 21 dapat dihindari.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadinya PPh Pasal 21 yang
lebih bayar pada setiap karyawan tetap PT. Pertani hal ini disebabkan
karena pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang
perpgjakan dimana menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap
bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya
jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pagjak,
apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau
terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan,
dapat merugikan Wajib Pgjak itu sendiri maupun instansi atau yayasan
selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya.

Sistem Pemotongan Pajak yang diterapkan oleh PT PT. Pertani untuk
Pgjak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Withholding system.
Withholding system adalah suatu sistem pemotongan pajak dimana

wewenang untuk menentukan besarnya pagak terutang seseorang berada
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pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wagjib Pajak itu
sendiri.

Pihak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
adalah pihak PT. Pertani, selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan
tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang diterima dari setiap
karyawan. Pemotongan Pgjak Penghasilan Pasal 21 dilakukan setiap bulan
bersamaan dengan pembayaran ggji bulanan pegawai. Pada PT. Pertani.

3. Pelaporan PPh pasal 21 di PT. Pertani

Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak
penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan
kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan
pajak kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh
karyawan tigp bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak
penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan yang masih lebih bayar akibat
penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak
berlaku. Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan
pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun
berikutnya. Sehingga dalam pelaporan PPh Pasal 21 ke kantor pajak
perusahan selalu terlambat dari tanggal menurut UU No. 36 Tahun 2008
dimana Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 wajib pgak orang pribadi
dilaksanakan sebelum tanggal 10 masa pajak berikutnya dengan membayar
pajak terutang atas gaji/ penghasilan yang diperoleh dari perusahaan.

Pembayaran pajak telah ditentukan batas waktunya. Apabila batas
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waktu pembayaran atau penyetoran pagjak jatuh pada hari libur maka batas
waktu tersebut diundur pada hari berikutnya yang bukan merupakan hari
libur. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2%
sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung sgjak jatuh tempo. Batas waktu
pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah tanggal 10
bulan takwim berikutnya setelah masa pajaknya berakhir.

Pada saat penggunaan e-SPT ada beberapa karyawan PT. Pertani
tidak memiliki NPWP oleh karenaitu perusahaan tidak dapat menggunakan
e-SPT sebagal kebijakan baru dalam pelaporan pajak penhasil 21. Hal
tesebut dikarenakan perusahaan belum mengetahui tentang kebijakan baru
dari kantor perpajakan tentang pengisian SPT dengan menggunakan e-SPT.

Dalam proses pelaporan yang dilakukan perusahaan masih
mengalami kesalahan, ini dikarenakan proses awal perhitungan sudah
mengalami kesalahan. Sehingga perusahaan perusahaan berkewajiban untuk
mengadakan pembetulan pelaporan SPT dan mengembalikan uang kel ebihan

pembayaran PPh 21 kepada karyawannya.



BABV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan
sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil andlisis pada PT. Pertani terjadi perselishan data
perhitungan tidak sesuai tarif PTKP pada pajak penghasilan wajib
pajak orang pribadi sementara menurut PPh pasal 21. PPh pasal 21
merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterimaoleh
pegawai tetap.

2. Pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang
perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

3. Daam pelaporan PPh Pasal 21 ke kantor pajak perusahan selalu
terlambat dari tanggal menurut UU No. 36 Tahun 2008 dimana
Penyetoran pgjak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi
dilaksanakan sebelum tanggal 10 masa pajak berikutnya dengan
membayar pajak terutang atas gaji/ penghasilan yang diperoleh dari

perusahaan.
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B. Saran

Selain kesimpulan-kesimpulan yang diutarakan diatas, disini penulis
juga memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi
pembaca, antaralain :

1. PT. Pertani untuk lebih terus mempertahankan dan meningkatkan
kepatuhan terhadap peraturan Perpajakan guna menghindari masalah
serta pelanggaran — pelanggaran dan tetap mengamati informasi —
informasi yang terbaru mengenai perubahan — perubahan terbaru yang
diberlakukan oleh Menteri Keuangan, maupun Direktorat Jendral
Pajak.

2. PT. Pertani khususnya bagian keuangan akan jauh lebih baiknya jika
melampirkan cara penghitungan pajak beserta contohnya pada dlip
ggi karyawan, agar karyawan bisa mengerti cara penghitungan
pajaknya.

3. Sebaiknya PT. Pertani tetap melakukan kewajibannnya untuk
melaksanakan pemotongan, penyetoran sebelum jatuh tempo dan
pelaporan PPh pasal 21 atas pegawal tetap dengan benar dan teliti

sehingga tidak merugikan karyawan, perusahaan maupun pemerintah
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